
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana ( KUHP ) ( Lembaran Negara Tahun 1981 

tentang 
dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

Undang-undang 
Pembentukan 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 
perlu disesuaikan ; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana 
dimaksud huruf a, perfu ditetapkan dalam suatu Peraturan 
Daerah; 

BUPATI PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR: 16 TAHUN 1999 

TEN TANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 20 TAHUN 1999 
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Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3209 ) ; 

3. Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585 ) ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258 ) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3692 ) ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah ; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibi~ng Retribusi 
Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati 
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil ( PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pati ; 

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 29/KEP/1999 
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ; 
b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ; 

c. Bupati adalah Bupati Pati ; 
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pati ; 
e. Kas Oaerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pati ; 
f. Bendaharawan Khusus Penerima. adalah Bendaharawan 

Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Pati ; 

g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi 
atau badan; 

h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN 
MAYAT 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Oaerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat menjadi Peraturan 
Dae rah. 

Oengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Pati. 
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Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 

Pasal 2 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan oraang pribadi atau badan ; 

i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati orang pribadi atau badan ; 

j. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan 
Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati ; 

k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang : 

I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan 
yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang 
terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok Retribusi, · besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah 
Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
Retribusi yang telah ditetapkan ; 

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan 
Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda. 
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Pelayanan Pemakaman 
berdasarkan klasifikasi 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi 
dan Pengabuan Mayat, diukur 
blok/tempat, waktu dan jumlah. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal6 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum. 

BAB Ill 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
mendapatkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
mayat dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Obyek retribusi adalah setiap jasa Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pengabuan Mayat di pungut retribusi atas jasa pelayanan 
pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 



IBABVH 

\MLAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

(1) Retnbusi dipungut denQJani meillggooaikaifll S:KRD atta:l.!l 
Dokumen lain yang dipersamaikanl ; 

(2} Hasi! pungutan remoosi seibagaimana «ililf1!1a!k.sll.'l!il idlallam 
Pasal 8 Peraturan Daeran an; dnsetor ke IKas Daera'hl 

BABVI 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Pasall 8 

Struktur besamya Retinbusi diteta1}lcan sebagan oorilk!Ulit •• 
a. penqqunaan tafilah sebesar Rp, 1(UXID,- J seikaln p:!.JIOgll.!Jit .; 

b. penqabuan sebesar Rp .. 5!1000,- / sekalii ~m .. 

Prinsip penetapan tanp Retribusi Pelayaaan Pemakaman can 
Penqabuan Mayat adalah untu:k menggami biaya administrast 
perawatan jenazan, penguouran, sewa tempat pemakaman, 
:pembakaran/pengabuan dan rnaya pembinaan, 

BABV 

PRl'NSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA 
TARIP RETRIBUS! 

Pasa!7 
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( 1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 ( tiga 
puluh ) hari setelah saat terutang ; 

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

Dalam ha! wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya 
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan 
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 13 

Pasal 12 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 
ditetapkan oleh Bupati. ' 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT 
RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 
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( 1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 

BAB XII 
KADALUWARSA 

Pasal 16 

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD. SKRDKB, 
SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak 
atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya 
dapat ditagih dengan Surat Paksa ; 

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABXI 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15 

I 

pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan 
banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus 
dibayar ditambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkannya 
tersebut diatas ; 

(3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan 
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan; 

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran. penundaan 
pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. 
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• 
> 

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan 
pengawasan ternadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini . 

BAB XIV 

PENGAWASAN 
Pasal 18 

{ 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi k.arena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapus ; 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Pjutang 
Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud ayat { 1} pasal ini. 

BABXIH 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 17 

jangka waktu 3 ( tiga ) tahun temitung sejak saat 
terutangnya retnbusi, kecuali apabi1a wajib retribusi 
melakukan tindak pidana dibidang retnbusi ; 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) Pasal ini tertangguh apabila : 

a. Oiterbitkarmya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; 
b. Ada pengakuan utang Retnbusi dari V\bjib Retnbusi 

baik langsung maupun tidak langsung. 



10 

I 

( 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini adalah • 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah ; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah : 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

Pasal 20 

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 
lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 ( 
empat ) kali Retribusi terutang. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19 



1111 

d. memenksa ibiUlikl!Jl-ibJJikllll,, catetan-catatsn da:111 doik.llJlme,111- 
do!lmme1111 laail1l lberlkenaan deil1lga1111 iti1111(dlaik p:i:da1111a 
dib.i:da1111g ret:liioo:si daeran ; 

e_ melaik.uikan pernggaooaha111 unruik meooapat !baihan 
butkt.1 pemibuik1U1.a1111 pencata:ta:rn,, darn ido:k!lllme1111-doilmme1111 
serta me!atkulka1111 penyitaailil teiflhadlap bahan oolktii 
tersebet :; 

ff. meminta !baotua:rn ilernaga a!liliii da3am ranglka 
p.e!abaooa1!11 rugas pei111~ilk.a:111 ®i111dalk. piioana dnb.idall'llg 
remoosii daeran :; 

!ll mernyiurulhl lberheoo meiara11119 seseorall1lg 
me1111ii111ggalikai111 ruairnga1!11 atailJl ttempatt peilneililksaa:rn 
seda!lilg be!r'Ja1T11£!S1Ui!1l!llJ aa1111 memelfiilksa 1«ileintiras oirail11g 
da1111 atalLll «:ilolkllllmetil yairng dilbawa se!baganlliTila!lila 
dima~ paca il'.luriU!f e ; 

h. memottrett seseo:ra!f119 yang lber'ikaiitta,rn de.mga.rn ®rn:dlaik. 
pmina rettlriioosii dae.raltn ; 

ii. meirna1f1100illl oralfll\ll! 1111il1lltl!IJ!k diderngar lketteranganrrp 00!!1l 
dipelliiiksa seoogau tersangika atallJl sa!ksii ; 

f ~emilka!Til !l)Snr-yidlkalril ; 
lie ll1!Te'lalkiulika1111 ttii1111idlaikall1l aa1n yaog iJleriliUI uil1l1bullt lkellann::ararn 

peirnyiidiiilrall'il ttiiil1lda!k piida.rna dil~!T119 iretlriiloosii daeralhl 
111T1100ullllJltt 111liUlilwlm ~ dapat dipellilalf1l00Ulll9 jiawa!blkafil ; 

((3)) Penryiiidlilllc seoogaii1!111lam diimrnalksoo pa«:ila ayatt fil) pasa!I illllii 
11111e111111oonii1taJhlulkaifll d'lfflUlllamrya pell1lyiidnikall'il da1111 
i11111e11lJaff1Tlli!liiiillra1111 lhlasiill pemiyfldiUilll!111Ja lk~ jplelT1111lllTill!lul1t 
11lllfi11JiJlm,, seseai delrnga;rn lkettmtt:.uarn wa1111g tdliiattlulir clletrngall1l 
U~a!l11g iNlo11111kDlir 8 Tahl!1llrrn 119$11 tteirnlta!!ll!Ql HUJiwmm 
Acara Piida!rna .. 
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BUPATI PATI 
ttd. 

YUSUF MUHAMAD 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 7 Desember 1999 

Pasal23 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

Pasal22 
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut oleh Bupati. 

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara 
efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 ( satu ) tahun 
sejak diundangkan. 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI 

ttd. 

Ir. SLAMET PRAWIRO 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAT! 

TAHUN 1999 NOMOR 20 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 8 Desember 1999 
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I. UMUM 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah selain pajak daerah dan penerimaan-penerimaan daerah lainnya 
termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintah, andalan Pemerintah 
Daerah dalam menopang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. 
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk 
dalam golongan retribusi Jasa Umum, dengan kriteria sebagai berikut : 
a. jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

b. selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut 
memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan 
membayar retribusi. 

c. dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan I diberikan 
kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi. 

d. retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan 
nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut. 

e. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien. serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

f. memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau 
kualitas pelayanan yang memadai. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 16 TAHUN 1999 

TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT 
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Pasal 11 

Pasal 10 
Pasal 9 ayat (2) 

Pasal 1 s/d Pasal 8 
Pasal 9 ayat ( 1) 

Cukup jelas 
yang dimaksud dengan dokumen lain yang 
dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, 
kupon dan kartu langganan. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas 

Untuk masa retribusi : 

penggunaan tanah jangka waktunya 25 tahun. 
- makam dengan bangunan jangka waktunya 15 

tahun. 
makam dan pengabuan di pungut cuma sekali. 
yaitu pada saat pelaksanaan. 

Pasal 12 std Pasal 23 : Cukup jelas. 

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 


